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A. Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana  
Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana 
merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang 
dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan 
kepada pelaku. Istilah hukum pidana bermakna jamak. Menurut 
Hazewinkel-suringa Dalam Buku Zainal Abidin Farid bahwa arti objektif, 
yang juga sering disebut jus poenale meliputi: 25 
a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau 
pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh 
badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan 
yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;  
b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau 
alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-
peraturan itu; d.k.l.hukum penetiair atau hukum sanksi; dan 
c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya 
peraturanperaturan itu pada waktu dan di wilayah negara 
tertentu. 
 
Di samping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subjektif yang 
lazim pula disebut jus puniendi, yaitu peraturan hukum yang menetapkan 
tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan 
                                                          
       25 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 6. 
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pidana.26 Hukum pidana menurut Van Apeldoorn dalam Buku Bambang 
Poernomo S.H juga dibagi menjadi 2 (dua) dan di berikan arti, yakni:27 
a. Hukum pidana materiel yang menunjukkan pada perbuatan 
pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, 
dimana perbuatan pidana (strafbare feiten) itu mempunyai dua 
bagian, yaitu :  
1) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap 
(nalaten) yang bertentangan dengan hukum positif, 
sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan 
tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggaran; 
dan 
2) Bagian subjektif merupak suatu kesalahan, yang menunjuk 
kepada si pembuat (dader) untuk dipertanggungjawabkan 
menurut hukum.  
b. Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana 
materil dapat dilaksanakan. 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Telah dibahas sebelumnya bahwa tindak pidana dapat pula disebut 
dengan peristiwa pidana maupun delict. Pembagian secara mendasar 
didalam perumusan delik hanya mempunyai dua elemen dasar yang terdiri 
atas:28 
a. Bagian yang objektif yang menunjuk bahwa delik terdiri dari 
suatu perbuatan (en doen of nalaten) dan akibat, yang 
merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif 
sebagai anasir yang hukum (onrechtmatig) yang dapat 
diancam dengan pidana, dan;  
b. Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan 
daripada delik. 
 
Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa delict/starbaar feit itu 
terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan 
bertentangan dengan hukum (onrecmatig atau wederrechttelijk) dan 
                                                          
       26 H.A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,  hlm. 1. 
       27 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 20. 
       28 Ibid, hlm. 103. 
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elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat/dader yang mampu 
bertanggungjawab atau dapat dipersalahkan (toerekenings vat baar heid) 
kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.29  
Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana 
adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada 
perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang 
menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, 
juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal 
KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.30 
Dalam struktur tindak pidana atau delik, subjek yang dituju oleh 
norma delik lazimnya ditetapkan secara umum dengan istilah “barang 
siapa”atau “setiap orang”. Penentuan subjek delik berkaitan dengan 
penegasan hak dan kewajiban seseorang yang timbul dari undang-undang.31 
Dalam Memorie van toelichting W.v.S Belanda tahun 1986, yang 
(terjemahannya) menyatakan bahwa dalam menentukan tinggi rendahnya 
pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan objektif 
dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan 
perbuatan dan pembuatnya.32 Dalam hal ini yang dimaksud adalah harus 
memperhatikan objektif pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, 
                                                          
       29 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2012, hlm. 66. 
       30 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Tresco, Jakarta, 1981, 
hlm. 50. 
       31 Muhammad Ainul Syamsu, , Penjantuhan Pidana dan Dua Prinsiip Dasar Hukum Pidana, 
PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, hlm. 26. 
32 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 47-48. 
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serta subjektif yang merupakan perbuatan dari pembuat yang tidak 
dikehendaki oleh Undang-undang. 
3. Pengertian Penegakan Hukum 
Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi 
kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. 
Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai 
reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana 
maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang 
lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, 
berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan 
pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai 
dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang 
akan datang.33 
Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan 
perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat 
terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga 
keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang 
didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai 
proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam 
rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan 
                                                          




hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum 
sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut: 
a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement 
concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma 
hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali; 
b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement 
concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan 
hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan 
individual; dan 
c. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang 
muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum 
karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan 
saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-
undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.34 
Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah 
suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan 
tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu 
sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan 
asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan 
telah diatur dalam undangundang, maka bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-
                                                          
       34 Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan 
Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas 
Indonesia, Jakarta, 1997. 
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undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, 
sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan 
kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.35 
Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa 
Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan 
nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh 
kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran 
dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram. 
Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari 
keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan 
dasardasar dan aturan-aturan untuk: 36 
a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, 
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa 
pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut;  
b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar 
laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan; dan 
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah 
melanggar larangan tersebut.  
 
Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu 
pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat 
peraturanperaturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap 
                                                          
       35 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15. 
36 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, 
Bina Aksara, Yogyakarta, 2002, hlm. 1. 
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pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan 
kejahatankejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam 
hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia 
menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang 
mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur 
pelanggaranpelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma 
hukum mengenai kepentingan umum. 
4. Pelaksanaan Penegakan Hukum 
Aplikasi merupakan penerapan hukum, sebagai tahapan penegakan 
hukum pidana oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari kepolisian 
sampai ke pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas 
menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undang pidana yang 
telah dibuat oleh pembuat undang-undang. dalam melaksanakan tugas ini, 
penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya 
guna dalam tahap ini disebut tahap yudikatif. Secara umum penegakan 
hukum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan 
perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna 
menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. 
Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses 
untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran 
badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturanperaturan 
hukum) menjadi kenyataan.37 Secara konsepsional, inti dan arti penegakan 
                                                          
       37 Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24. 
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hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilainilai yang 
terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan 
sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk 
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan 
hidup.  
Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau 
positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini 
mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan 
esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa 
Faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana 
diungkapkan Lawrence M Friedman dikutip Esmi Warassih Puji Rahayu 
yaitu: Komponen Struktur, Substansi, kultur. Menurut Friedman 
kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum 
hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah 
kultur hukum kurang mendapat perhatian yang seksama.38 
Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya 
hukum sebagai suatu sistem. Kesemua faktor tersebut akan sangat 
menentukan proses penegakan hukum. Negara yang sedang membangun 
menunjukan fungsi hukum tidak hanya sebagai alat control social atau 
sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk 
                                                          
       38 Esmi Warrasih Puji Rahayu, Pranta Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama 
Semarang, 2005, hlm. 29. 
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melakukan pembaharuan atau perubahan didalam suatu masyarakat, as a 
tool of social Control Politik Hukum Pidana (Kebijakan Hukum Pidana) 
sebagai salah satu dalam menanggulangi kejahatan, mengejawantah dalam 
penegakan hukum pidana yang rasional.  
Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum bertugas 
menjamin adanya kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam pergaulan 
manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yaitu harus menjamin 
keadilan serta tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula 
tugas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil (politionele taak van het 
recht). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim 
sendiri (eigenrichting). Pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, 
sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah bukanlah 
tujuan utama.39 
Menurut teori relatif pemidanaan bukanlah untuk memuaskan 
tuntutan mutlak dari keadilan dan/atau pembalasan, tetapi mempunyai 
tujuan yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran adanya pidana adalah 
terletak pada tujuannya yaitu supaya orang jangan melakukan kejahatan. 
Perbedaan ciri-ciri pokok atau karakteristik antara kedua teori tersebut di 
atas, secara rinci dikemukakan oleh Karl. O. Christiansen yang dikutip 
Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan: 40 
“Sehingga pemidanaan di atas adalah bertujuan pertama, untuk 
memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan. 
                                                          
       39 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 
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Kedua, adalah bermaksud untuk mensosialisasikan narapidana 
dan mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat, yaitu 
untuk mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat 
yang telah terganggu karena terjadinya tindak pidana. 
Walaupun pada hakekatnya tidak dapat dihindari pandangan 
untuk memberikan pembalasan bagi orang yang telah 
melakukan tindak pidana. Disamping itu pemidanaan juga 
sebagai pembebasan rasa bersalah bagi orang yang telah 
melakukan tindak pidana tersebut”.  
 
5. Pengertian Dan Istilah Hukum Acara Pidana 
Sebelum secara resmi nama Undang-Undang hukum acara pidana 
disebut “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana” (Pasal 285 
KUHAP), telah menggunakan istilah “Wetboek van Strafvordering” 
(Belanda) dan kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi Kitab 
Undang-undang Tuntutan Pidana, maka berbeda apabila dipakai istilah 
“Wetboek van Strafprocesrecht” (Belanda) atau “Procedure of criminal” 
(Inggris) yang terjemahan dalam bahasa Indonesia “Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana”. Tetapi menurut Menteri kehakiman Belanda istilah 
“strafvordering” itu meliputi seluruh prosedur acara pidana.41 
Istilah lain yang diterjemahkan dengan “tuntutan pidana” adalah 
“straf-vervolging”, dan istilah ini menurut Menteri Kehakiman Belanda 
tersebut yang tidak meliputi seluruh pengertian “strafprocesrecht” (hukum 
acara pidana). Jadi Istilah “Strafvordering” lebih luas artinya daripada 
istilah “strafvervolging”.42 
                                                          
       41  Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, 
hlm. 13. 
       42 Ibid, hlm. 34. 
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Perancis menamai kitab undang-undang hukum acara pidananya 
yaitu “Code d’Instruction Criminelle”, di Jerman dengan nama “Deutsche 
Strafpro-zessodnung”, sedangan di Amerika Serikat sering ditemukan 
istilah “Criminal Procedure Rules”.  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka istilah yang paling tepat 
digunakan sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang-undang yaitu 
“Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana” (disingkat KUHAP), karena 
dalam pengertian ini telah mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu 
mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, pra penuntutan dan 
penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan 
hakim (eksekusi), demikian pula telah diatur  tentang upaya hukum biasa 
(banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali 
(herziening) dan kasasi demi kepentingan hukum).  
Istilah lain hukum acara pidana dapat disebut juga sebagai “hukum 
pidana formal”, maksudnya untuk membedakan dengan “hukum pidana 
materiel”. Adapun dimaksud dengan “hukum pidana materiel” atau aturan-
aturan hukum pidana sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (disngkat KUHAP) adalah berisi petunjuk dan uraian tentang 
delik/tindak pidana/perbuatan pidana/peristiwa pidana, yaitu peraturan 
tentang syarat-syarat atau unsur-unsur dapat tidaknya seseorang dapat 
dijatuhi pidana (hukuman) dan aturan tentang pemidanaan, yaitu mengatur 
kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan, sedangkan “hukum 
pidana formil” atau KUHAP adalah mengatur bagaimana negara melalui 
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alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan 
pidana, jadi berisi acara pidana.43 
Sebelum dikemukakan pengertian hukum acara pidana, maka 
terlebih dahulu dikemukakan pengertian hukum acara, sebagaimana 
dikemukakan oleh R. Soeroso,44 bahwa “Hukum acara adalah kumpulan 
ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha 
mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan 
hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum 
acara suatu hubungan yang mengabdi kepada hukum materiil”.  
Demikian pula menurut Moelyatno45 dengan memberikan batasan 
tentang pengertian hukum formil (hukum acara) adalah “hukum yang 
mengatur tata cara melaksanakan hukum materiel (hukum pidana), dan 
hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur 
tata cara melaksanakan/ mempertahankan hukum pidana materil.”  
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-
Undang No. 8 Tahun 1981 tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang 
pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan 
dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana yaitu antara lain pengertian 
penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan 
                                                          
       43  R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan, Sinar 
Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 3. 
       44  Andi Hamzah, op.cit. hlm. 15. 
       45  Moeljatno, Hukum Acara Pidana, Bagian Pertama, Seksi Kepidanaan, Fakultas Hukum 
UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 1. 
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pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, 
penahanan dan lain sebagainya. 
Beberapa sarjana telah mengemukakan tentang pengertian hukum 
acara pidana atau hukum pidana formil, antara lain sebagai berikut: bahwa 
pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah 
“Kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan 
mengatur soal-soal sebagai berikut:46 
a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada 
sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara 
bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak 
pidana apakah yang telah dilakukan; 
b. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang 
dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, 
menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah 
terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan 
memeriksa orang itu; 
c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, 
memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta 
menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan 
tersangka;  
d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan 
terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana; 
dan 
e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan 
pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan 
singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara 
bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum 
pidana material, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan 
cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. 
 
Secara singkat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum 
yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau 
                                                          
       46 R. Soesilo, Hukum Acara Pidana. (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP 
Bagi Penegak Hukum, Politeia, Bogor, 1982, hlm. 3. 
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menyelenggarakan hukum pidana materiel, sehingga memperoleh 
keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.  
Demikian pula J.C.T. Simorangkir: mengemukakan pengertian 
hukum acara pidana yaitu “hukum acara yang melaksanakan dan 
mempertahankan hukum pidana materil”.47 
Sedangkan van Bemmelen mengemukan pengertian dengan 
mempergunakan istilah ilmu hukum acara pidana, yaitu “mempelajari 
peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan 
terjadi pelanggaran undang-undang pidana.”48 
Yan Pramadya Puspa memberikan batasan atau pengertian hukum 
acara pidana, sebagai berikut “Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur 
dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan atau 
dilaksanakan dengan baik seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara 
bagaimanakah negara harus menunaikan hak pidana atau hak 
menghukumnya kepada si pelanggar hukum (terdakwa) seandainya terjadi 
sesuatu pelanggaran hukum pidana pihak negara diwakili oleh penuntut 
umum atau jaksa di mana jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan 
perkara itu di muka pengadilan”.49 
Menurut Soesilo Yuwono, bahwa hukum acara pidana ialah 
ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang: 50 
                                                          
       47 J.C.T. Simorangkir dkk, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 78. 
       48 Andi. Hamzah, op.cit. hlm. 17. 
       49 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum (Edisi Lengkap), Aneka Semarang, 1977, hlm. 441-
442. 
       50 Soesilo Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur), 
Alumni, Bandung, 1982, hlm. 5. 
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a. Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses 
pidana;  
b. Tata cara dari suatu proses pidana:  
1) Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk 
menemukan pelaku tindak pidana;  
2) Bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang 
didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan;  
3) Bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan di depan 
pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak 
pidana; dan 
4) Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan 
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
 
Lanjut dikatakan bahwa ketentuan itu dibuat dengan tujuan untuk 
dapat menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum, menghindari 
timbulnya tindakan “main hakim sendiri” di dalam masyarakat yang 
bersifat tindakan sewenang-wenangan.  
6. Fungsi Hukum Acara Pidana 
Pada uraian di atas telah dijelaskan, bahwa hukum pidana itu dibagi 
atas dua macam, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. 
Fungsi hukum pidana material atau hukum pidana adalah menentukan 
perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana 
dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi hukum pidana 
formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana 
material, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan 
mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk 
mempidana atau membebaskan pidana. 
Dalam mewujudkan wewenang tersebut di atas, ada dua macam 
kepentingan yang menuntut kepada alat negara, yaitu:  
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a. Kepentingan umum, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan 
hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan 
kesalahannya untuk mempertahan-kan keamanan umum, dan 
b. Kepentingan orang yang dituntut, bahwasanya orang yang dituntut 
perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga 
jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia 
memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau 
berat, tidak seimbang dengan kesalahannya. 
Van Bemmelen51 dalam bukunya “Leerboek van het Nederlandes 
Straf-procesrecht”, yang disitir Rd. Achmad S Soema Dipradja52, 
mengemukan bahwa pada pokoknya Hukum Acara Pidana mengatur hal-
hal:  
a. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya 
Undang-undang pidana, oleh alat-alat negara, yang khusus 
diadakan untuk keperluan tersebut; 
b. Diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu; 
c. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari 
perbuatan tadi, dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan; 
d. Alat-alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil 
pengusutan dari kebenaranpersangkaan tadi diserahkan kepada 
hakim, demikian juga diusahakan agar tersangka dapat 
dihadapkan kepada hakim; 
e. Meneyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang 
terbukti tidaknya daripada perbuatan yang disangka dilakukan 
oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu 
akan diambil atau dijatuhkan; 
f. menentukan daya upaya hukum yang dapat dipergunakan 
terhadap putusan yang diambil Hakim; dan 
g. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau 
tindakan untuk dilaksanakan. 
 
                                                          
       51 Andi Hamzah, Op. Cit. hlm. 19. 




Maka berdasarkan hal-hal di atas, maka dapatlah diambil 
kesimpulan, bahwa tiga fungsi pokok hukum acara pidana, yaitu: 
a. Mencari dan Menemukan Kebenaran; 
b. Pengambilan putusan oleh hakim; dan 
c. Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil. 
Demikian pula menurut Rd. Achmad S Soema Dipradja53, bahwa 
hukum acara pidana adalah ”Untuk menentukan, aturan agara para 
pengusut dan pada akhirnya Hakim, dapat berusaha menembus ke arah 
ditemukannya kebenaran dari perbuatan yang disangka telah dilakukan 
orang”. 
Sedangkan menurut Bambang Poernomo bahwa tugas dan fungsi 
hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya, ialah:54 
a. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran;  
b. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan;  
c. Melaksanakan keputusan secara adil.  
7. Penyidikan dan Penuntutan 
Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah 
penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau 
tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak 
pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan 
hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan 
                                                          
       53  Ibid, hlm. 5. 
       54 Bambang Poernomo, Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana, Liberty, 
Yogyakarta, 1988, hlm. 29. 
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pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap 
atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat 
penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan 
bukti”.  
Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang 
ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan 
tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai 
Penjelasan Umum, yaitu:  
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya”  
 
Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang 
terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:  
a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung 
tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling 
berhubungan;  
b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;  
c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-
undangan; dan 
d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan 
menemukan tersangkanya.  
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Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, 
telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang 
dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang 
belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.55 
Menurut KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntutan umum 
untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan 
permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 
Maksudnya, menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana dan 
menyerahkan perkara terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, 
dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan 
perkara pidana itu terhadap terdakwa. Dan dalam penuntutan sebenarnya 
Jaksa sudah dapat menetapkan apakah cukup alasan untuk menetapkan 
siapa pelakunya dan patut atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi 
hukuman pidana, meskipun itu hanya bersifat sementara. Untuk dapat 
menentukan itu semua, jaksa harus mengumpulkan bahan-bahan berupa 
keterangan-keterangan dari berbagai sumber. 
B. Kejaksaan Agung 
1. Pengertian Kejaksaan Agung 
Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah 
UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). 
Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan 
                                                          
       55 Adami Chazawi, Op Cit. hlm. 380-381 
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bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan 
lain berdasarkan undang-undang.56  
Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang 
menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. 
Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu 
disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan 
yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang 
lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain 
tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-
undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai 
penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain. 
Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), 
mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya 
institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat 
diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut 
Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, 
Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana 
                                                          
       56 Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif 
Hukum, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 127 
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(executive ambtenaar). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat 
kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah 
yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam 
melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh 
kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini 
bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas 
profesionalnya. 
2. Kedudukan, Fungsi, Dan Tugas Pokok Kejaksaan 
a. Kedudukan Kejaksaan 
Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan 
melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan 
merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Tinggi Lampung dan 
Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kedudukan Kejaksaan sebagai 
lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di 
bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin 
dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk 
mewujudkan pemerintahan yang bersih.  
Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan 
kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa 
menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara bersama 
kedudukan di depan hukum. Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu 
bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu 
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sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan 
mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus 
kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah 
ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang 
pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Sistem 
peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang 
menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum 
pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan 
pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat 
dalam kerangka atau konteks sosial. 
Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk 
kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa 
ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai 
precise justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-
nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar 
harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Sistem peradilan pidana 
pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum pidana melibatkan 
badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri- sendiri. 
Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 
lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sitematik ini tindakan 
badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-
instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan 
wewenangnya. Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian 
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itu disebut model kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya 
memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat 
proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya 
merupakan suatu keputusan penetapan hukum. 
Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak 
menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian 
dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana 
kriminologi disebut crime control suatu prinsip dalam penanggulangan 
kejahatan ini ialah bahwa tindakantindakan itu harus sesuai dengan nilai-
nilai yang hidup dalam masyarakat. 
Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia 
Nomor:Kep– 225/A/J.A/05/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan 
Jaksa Agung Republik Indonesia Perubahan Atas Keputusan Jaksa 
Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-115/A/J.A/10/1999 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, pada 
Pasal 129 disebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Intelijen adalah unsur 
pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang 
serta fungsi Kejaksaan di bidang intelijen yustisial. Pasal 130 Keputusan 
Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Kep– 225/A/J.A/05/2003 
dinyatakan bahwa Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan 
wewenang melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang sosial,  
politik, ekonomi, keuangan, pertahanan keamanan dan ketertiban umum 
untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik 
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preventif maupun represif, melaksanaan dan atau turut 
menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta 
pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 
Jaksa Agung. 
Pada dasarnya peranan intelijen yustisial kejaksaan bersifat 
mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lain yang ada di kejaksaan 
seperti: Pidana Khusus (Pidsus), Pidana Umum (Pidum), Pedata dan Tata 
Usaha Negara (Datun), Pengawasan dan Pembinaan. Intelijen Kejaksaan 
merupakan intelijen yustisial yaitu kegiatan-kegiatan intelijen yang 
untuk mendukung keberhasilan penanganan perkara pidana, mulai 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Selain itu 
berdasarkan Keputusan Jaksa Agung No-552/A/JA/10/2002 tanggal 23 
Oktober 2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan, 
dinyatakan bahwa Bidang Intelijen mempunyai tugas melakukan 
kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, 
keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung 
kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun 
represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban 
dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan 
hasilnya di daerah hukum Kejaksaan yang bersangkutan. 
Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi 
DKI Jakarta Nomor: Kep-12/N.8/Dsp.1/01/2011 tentang Pembentukan 
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Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Provinsi 
DKI Jakarta dinyatakan bahwa dengan semakin meingkat dan 
berkembangnya kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa, banyaknya aliran-aliran keagamaan dan aliranaliran 
kepercayaan yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat 
dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, merusak 
kerukunan antar umat beragama maka perlu dilakukan pengawasan 
secara intensif. 
b. Fungsi Kejaksaan 
Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JA/1/2010 
tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 
2010-2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut:  
(1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis 
pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan 
sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;  
(2) Penyelengaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan 
sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan 
tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung 
jawabnya;  
(3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang 
berintikan keadilan di bidang pidana;  
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(4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, 
dibidang ketertiban dan ketentraman mum, pemberian bantuan, 
pertimbangan, pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata 
dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk 
menjamin kepastian hukum, kewibawaanm pemerintah dan 
penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;  
(5) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau 
tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan 
penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau 
disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, 
lingkungan atau dirinya sendiri;  
(6) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, 
penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan 
kesadaran hukum masyarakat; dan 
(7) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta 
pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas 
pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.  
Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam 
urusan penegakan hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan 
fungsi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ada di 
lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah ditentukan dalam Keputusan 
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Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di 
KejaksaanTinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 
aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia, beberapa penyempurnaan terhadap institusi Kejaksaan adalah 
sebagai berikut: 
(1) Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan 
kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan 
negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, 
kejaksaan dalam melak-sanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya 
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan 
lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab 
atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan 
berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung 
selaku pimpinan kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan 
mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk 
keberhasilan penuntutan; 
(2) Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai 
jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, 
tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi 
kejaksaan, di-tentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. 
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Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh 
delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun; 
(3) Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan 
undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan 
untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan 
(4) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan 
kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang 
pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan 
oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada 
Presiden. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan 
mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau 
pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam 
pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau 
membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela 
dan melindungi kepentingan rakyat. 
c. Tugas Kejaksaan 
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Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan 
patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU 
Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam 
suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas 
yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif 
maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan 
dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.57 
Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang 
merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua 
kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan 
secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil 
contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaaan Republik Indonesia, yaitu:  
Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan 
wewenang:  
a. Melakukan penuntutan; 
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap; 
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas 
bersyarat; 
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d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 
undang-undang; 
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang 
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.  
(1) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan 
kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar 
pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah; 
(2) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut 
meyelenggarakan kegiatan; 
a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 
b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 
c) Pengawasan peredaran barang cetakan; 
d) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan 
masyarakat dan negara; 
e) Pencegahan penyalahgnaan dan/atau penodaan agama; dan 
f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.  
Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan 
yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan 
penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 
Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud 
adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf 
d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan 
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sebagaimana diatur misalnya dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagiana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
junto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaaan Republik Indonesia, Kejaksaan dapat meminta 
kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau 
tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan 
tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat 
membaahyakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. 
Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia Kejaksaan dapat 
diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 33 menyatakan bahwa 
Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum 
dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 
menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam 
bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya. 
C. Tindak Pidana Korupsi 
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 
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Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni corruptio atau 
corruptus yang disalin ke berbagai bahasa. Misalya di salin ke dalam bahasa 
Inggris menjadi corruption atau corrupt, dalam bahasa Francis menjadi 
corruption dan dalam bahasa belanda disalin menjadi corruptive (korruptie). 
Mulai dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa 
Indonesia.58 Corruptie yang juga disalin menjadi corruptien dalam bahasa 
belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.59 Secara harfiah 
istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang 
dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, 
ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, 
kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. 
Sebagai pengertian yang buruk, busuk, rusak, kebejatan moral, 
kelakuan yang menyimpang, penyuapan, hal itu juga dapat dijumpai dalam 
kamus Engels woordenboek oleh F. Prick van Welly yang menyebutkan 
bahwa “corruption……., bedorvenheid verdorvenheid, verdorvenheid, 
verbastering; verknoeing of verminking, omkoping.60  Dalam arti sosial 
tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai 
penggelapan uang (milik Negara atau kantor) dan menerima suap dalam 
hubunnganya dengan jabatan atau pekerjaan, alaupun dari sudut hukum 
tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat/unsur yang 
harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai 
                                                          
       58 Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2016, hlm. 1. 
       59 S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1999, hlm. 128. 
       60 Adami Chazawi, op.cit, hlm. 3. 
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salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam 
undang-undang.61 
Dalam peraturan perundang-undangan penjelasan mengenai tindak 
pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, yaitu:62  
a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi yang merugikan keuangan Negara atau 
perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 
sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak 
Rp.1000.000.000,00; dan 
b. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati 
dapat dijatuhkan.  
 
Rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini bila dirincikan, terdapat 
unsur-unsur:  
a. secara melawan hukum atau wederrechtelijk;  
b. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan 
c. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.  
Menurut Beveniste korupsi di definisikan dalam empat jenis sebagai 
berikut:63  
a. Discretionary corruption, ialah korupsi yang dilakukan karena 
adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun 
nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat 
diterima oleh anggota organisasi. Contoh: seorang pelayan 
                                                          
       61 Ibid  
       62 Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 
105. 
       63 Ibid, hlm. 23. 
55 
 
perizinan tenaga kerja asing, memberikan pelayanan yang 
lebih cepat kepada calo, atau orang yang bersedia membayar 
lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. 
Alasanya karena calo adalah orang yang bisa memberi 
pendapatan tambahan; 
b. Illegal corruption, ialah jenis tindakan yang bermaksud 
mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan 
dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang 
dinyatakan baha untuk pengadaan baranng jenis tertentu harus 
melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena aktunya 
mendesak (karena turunya anggaran terlambat), maka proses 
itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari 
dasar yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan 
sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah Pasal-
Pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa 
digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya 
pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus 
ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung bagaimana para 
pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam 
beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada 
kecanggihan memainkan katakata; bukan substansinya;  
c. Mercenery corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi yang 
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui 
penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: dalam 
sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai 
keenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara 
terselubung atau terangterang ia mengatakan untuk 
memenangkan tender peserta harus bersedia untuk 
memberikan uang sogok atau semir dalam jumlah tertentu; dan 
d. Ideologi corruption, ialah jenis korupsi illegal maupun 
discretionary yang dimaksudkan untuk mengejartujuan 
kelompok. Contoh: kasus skandal watergate adalah contoh 
ideological corruption, dimana sejumlah individu memberikan 
komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada 
undang-undang atau hukum, penjualan asset-aset BUMN 
untuk mendukung pemenangan pemilihan umum. 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 
Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari 
pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam 
ketetuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun unsur-unsr 
56 
 
tindak pidana korupsi dalam Undang-Udnang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi adalah:64  
a. Tindakan seorang atau badan hukum melawan hukum;  
b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang; 
c. Dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain; 
d. Tindakan tersebut merugikan Negara atau perekonomian 
negara; 
e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri 
atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai 
negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu dalam jabatanya yag bertentangan dengan 
kewajibanya;  
f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara 
negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang 
bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak 
dilakukan dalam jabatannya; 
g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan 
maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang 
diserahkan kepadanya untuk diadili; 
h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang 
menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan 
mejadi advokat untuk menghadiri siding pengadilan dengan 
maksud untuk memberikan nasihat atau pendapat yang akan 
diberikan sehubungan dengan perkara yang diserahkan kepada 
pengadilan untuk diadili; 
i. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya 
perbuatan curang tesebut; 
j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang 
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus 
menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja 
menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena 
jabatanya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut 
diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam 
melakukan perbuatan tersebut;  
k. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, meusakkann, 
atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau 
daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan 
di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena 
jabatanya da membiarkan orang lain menghilangkan, 
menghancurkan, merusakkan, atau membua tidak dapat 
dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu 
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orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau 
membua tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar 
tersebut; dan 
l. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima 
hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa 
hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau 
kewenangan yang berhubungan dengan jabatanya, atau yang 
menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji 
trsebut ada hubunganya dengan jabatannya.  
 
Berkaitan dengan unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau 
perekonomian Negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam putusan No. 25/PUU-
XIV/2016 Mahkamah Konstitusi menghilangkan kata “dapat” dalam Pasal 
tersebut, Menurut Mahkamah pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat 
(1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara nyata bertentangan dengan 
jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 
ancaman ketakutan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 
Selain itu, kata “dapat” ini bertentangan dengan prinsip perumusan 
tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (lex 
scripta), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (lex stricta), dan tidak 
multitafsir (lex certa). Menurut Mahkamah penerapan unsur merugikan 
keuangan dengan konsepsi actual loss lebih memberi kepastian hukum 
yang adil dan sesuai upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum 
nasional dan internasional. 
Seperti dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, 
Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang BPK, dan 
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Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2006. Karena itu, konsepsi kerugian negara yang 
dianut dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan 
merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara 
yang benar-benar nyata atau aktual.65 Dengan adanya unsur-unsur tindak 
pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perungdang-undangan, 
maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau 
rumusan delik diatas, maka kepadanya dikenakan sanksi yang sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi 
Menurut Adami Chazawi bentuk-bentuk tindak pidana korupsi 
adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal-
pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:66 
a. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang 
lain, atau suatu korporasi dalam Pasal 2; 
b. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan 
dalam Pasal 3; 
c. Tindak pidana korupsi penyuapan dengan memberikan atau 
menjanjikan sesuatu dalam Pasal 5; 
d. Tindak pidana korupsi penyuapan pada Hakim dan Advokat 
dalam Pasal 6; 
e. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan 
bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan 
TNI dan KNRI dalam Pasal 7; 
f. Korupsi Pegawai Negeri menggelapkan uang dan surat 
berharga dalam Pasal 9;  
g. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri memalsu buku-buku 
dan daftardaftar dalam Pasal 9;  
                                                          
       65 Agus Sahbani, Begini Alasan MK Ubah Delik Tipikor, 
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h. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri merusakkan barang, 
akta, surat atau daftar dalam Pasal 10; 
i. Korupsi Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji yang 
berhubungan dengan keenangan jabatan dalam Pasal 11;  
j. Korupsi pegawai Negeri atau penyelenggara Negara atau 
Hakim dan Advokat menerima hadiah atau janji; pegawai 
negeri meminta pekerjaan; menggunakan tanah Negara; dan 
turut serta dalam pemborongan dalam Pasal 12; 
k. Tindak pidana pegawai negeri menerima gratifikasi dalam 
Pasal 12B jo. 12C; 
l. Korupsi penyuapan pegawai negeri mengingat kekuasaan 
jabatan dalam Pasal 13;  
m. Tindak pidana yang berhubungan dengan hukum acara 
pemberantasan korupsi; dan 
n. Tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 220, 231, 421, 422, 
429, dan 430 KUHP dalam perkara korupsi dalam Pasal 23. 
 
Dari Rumusan bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi dalam 
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, pada 
setiap bentuk Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur-unsur tertentu dan 
diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu. 
4. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang 
bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 
bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan komisi pemberantasan korupsi 
atau biasa disingkat KPK ini, terdiri dari lima orang yang merangkap 
sebagai anggota yang semuanya merupakan pejabat negara. Pimpinan 
tersebut terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah, sehingga pada 
sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja komisi 
pemberantasan korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan serta 
penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tetap melekat pada 
komisi pemberantasan korupsi. 
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Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Pasal 2 dan Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas 
dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan 
manapun.67 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan 
korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK 
merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. 
5. Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi 
Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Pasal 6 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu sebagai berikut:  
a. Melakukan koordinasi dengan institusi yang berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi; 
b. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi. instansi yang berwenang adalah 
termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara 
Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah 
NonDepartemen;  
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c. Melakukan penyelidikan, Penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak 
pidana korupsi; dan 
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.  
Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) berwenang:68  
a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
tindak pidana korupsi;  
b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan 
tindak pidana korupsi; 
c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak 
pidana korupsi kepada instansi yang terkait; 
d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi 
yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana 
korupsi dan; 
e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak 
pidana korupsi. 
 
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
berkewajiban:  
a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang 
menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai 
terjadinya tindak pidana korupsi;  
b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau; 
c. memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan 
denganhasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;  
                                                          
       68 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indoneisa, Tugas dan Fungsi KPK, 
www.KPK.go.id, diunduh pada Rabu 18 September 2019, pukul 18.55 WIB. 
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d. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden 
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
dan Badan Pemeriksa Keuangan; dan 
e. Menegakkan sumpah jabatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
